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PERATURAN DAERAH KOTA SORONG

NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

bahwa dalam rangka pembiayaan Pembangunan di Kota
Sorong bertumpu pada perdagangan dan jasa sebagai salah
satu potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 141 huruf
(b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur kembali
mengenai pengelolaan Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol di Kota Soreng; '

bahwa berdasarkan ‘pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kota Sorong tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol;

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana '(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Républik Indonesia Nomor 3209 );

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ° Nomor
3274);

Undang-Undang Nomor 5!Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli 'dan Persdingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817);

Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perhndungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821); i

Undang-Undang Nomot 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan

...Provinsj Jrian. Jaya. Tengah, Proyinsi Irjan_ Jaya Barat,

Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran = Negara
Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
Irian Jaya Barat,! Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
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Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 415]7) sebagairnana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi
Undang-Undang' (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang 'Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tammbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan - Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tdhun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repu?hk Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonema Nomoft 4400),

Undang—Undang Nomor 32 Tahun ' 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemibaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara = Republik
Indonesia Tahun 2Q08 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang, Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia’  Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara, Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik

.. Indonesia, Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

13.

14.

Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun' 2009, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
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15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
'Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Négara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran = Negara Republik
Indonesia Nomor 5233);

16. Peraturan 'Pemerintan Nomor 136 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan

.. Dari Penjualan Se,c:?_ra Lelang Dalam Rangka Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembardn Negara Repubhk Indone31a Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tallun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
- Pembagian Urusan Pemerlntahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah @ Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran' Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Minuman Beralkohol;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah,
sebagaimana telah. diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan 'Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011; !

22. Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  53/M-
DAG/PER/12/2010, tentang Ketentuan Pengadaan,
Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian
Minuman Beralkohol,;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan’ Produk Hukum Daerah;

|

- -Dengan Persetujuan Bersama. 3 A0l I R I

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
’dan 1t ,
WALIKOTA SQRONG ‘: i

MEMUTUSKAN T oy
A} ;“- l | b ; '

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN



BARB 1
KETENTUAN UMUM'

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
|

w
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11.
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Daerah adalah Kota Sorong. .

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daelah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah. £l '

Kepala Daerah adalah Wahkota Sorong

Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu :dibidang perpajakan
daerah sesuai dengan Peraturan 'perundang-undangan yang berlaku.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dilingkungan Pemelrntah Daerah Kota Sorong.

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan bentuk apapun dan bentuk lainnya.’

Retr1bus1 Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah' pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau' pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Perizinan tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Retribusi
atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di
suatu tempat tertentu.

Minuman Beralkohol Golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan}
kadar etanol (C2HSOH) 1 % (satu persen) sampai 5 % (lima persen).

Minuman Beralkohol Golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan
kadar etanol (C2H50H) lebih dari 5 % (Ilma persen) sampai dengan 20 %
(dua puluh persen). ; '

Minuman Beralkohol Golongan adalah ‘Minuman .Belt.z.i.lehol dengan
kadar etanol (C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan
55% (Lima puluh lima persen). ,

Penjualan minuman teralkohol adalah keglatan usaha menjual minuman
beralkohol untuk dikonsumsi. |

Penjualan Langsung Minuman BeraJkohol yang selanjutnya disebut
Penjualan Langsung Minuman adalah perusahaan yang melakukan
penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum
langsung dit empat yang telah ditentukan.
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17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk membayar retribusi.

18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD,
adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, objek retribusi dan/atau
bukan objek retribusi, dan/atau harta dan kewajlban sesua1 dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan' besarnya jumlah
retribusi yang terutang. ‘

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah 'Kurang Bayar Tambahan, yang
selaniutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas Jumlah retrlrbus1 yang telah ditetapkan.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumilah kredit retribusi lebih
besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

24. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Pemhangunan
Daerah Kota Sorong. '

|
25. Pemeriksaan adalah serangkaian  kegiatan untuk  mencari,
mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan, lainnya dalam
rangka pengawasan kepafuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

26. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan

vang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

‘' Pasal 2

Dengan nama Retibusi Izin Tempat fPenj,l,lalan Minuman Beralkohol, dipungut
retribusi atas pemberian izin untuk imelakukan penjualan minuman
helalkohol di su(xtu tempat tertentu A

.- i D T Yt TR WS T . D P e iagsa ba v v m wee seeb e o wmemua i sk W

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol adalah pemberlan izin
untuk melakukan penjualan mlnuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

; |! ’ i ft .: } wo

(2) Tempat tertentu sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehputl
a. Hotel; ; : :“;‘

b. Restoran; . .
r Rar atair Piihke 3 K {1 IR



Pasal 4 i

(1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang
pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan
minuman beralkohol.

(2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang
pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5
lmgkat penggunaan jasa izin tempat perijualan minuman beralkohol diukur
berdasarkan klasifikasi tempat dan jangka waktu.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

| |
~ Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif Retrlbu31 Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol adalah sebagalmana tercantum pada Lar,npn‘an dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

‘ BAB \'A ;
PENINJAUAN TARIF ;

!

Pasal 7
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembah paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Wankota
r

BAB VI
GOL’ON’GAN RETRIBUSI

! Pasal 8

!

Retribusi Izin . Tempat -Penjualan . Mlnuoman Beralkohol, dlgolongkan -sebagai
Retribusi Perizinan Tertentu.

(

. BAB VII .
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DA,N $ESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarlf retr1bus1 dldasarkan pada
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(2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin untuk
melakukan penjualan minuman beralkohol

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
' Pasal 10 .
Retr 1bu31 yang terutang dipungut 'di w1layah Kota Sorong / tempat pemberian
izin penjualan minuman beralkohol. '

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
by Pasal 11
Saat retrlbu si terutang adalah pada saat dltetapkan 'SKRD atau dokumen lam
yvang dipersamakan. '

' ' BABX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi d1pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dlpersamakan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dapat be rupa karcis, kupon, dan kartu langganan.’

(4) Bentuk, isi dan tata cara penerbltan SKRD atau dokumen  lain yang
dipersamakan serta tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi di
tetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI |
TATA CARA PENJBAYARAN

' Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.

2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
seJak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang
merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak n'lxembayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, d1keaakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulap dar1 Retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi
untuk mengangsur atau ‘menunda pembayaran Retribusi, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% [(dua persen) sebulan. ; :

(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran :dan penundaan
pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota. b oH .

&, e :
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' BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pa!safl' 15

Walikota dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar
retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat' (1)
didahului dengan Surat Teguran.

Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditamibah dengan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang dibayar. | \ '

Tata cara penagihan Retnbum dltetapkan demgan Peraturan Walikota.

-

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 16
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau pejabat yang dltunJuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis.dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD  diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat
menunjukkan bahwa Jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya.
Keadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang tCIjadl diluar kehendak atau kekuasaan wajib
retribusi.
Pengajuan keberatan tidak! menunda kewajiban membayar retribusi dan
nelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

Walikota atau Pejabat yang c_litunj{lk dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggai surat keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang' dlajukan dengan menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana’ dlmaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bag1 wajib retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus d1ber1 keputusan oleh Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk.

Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas kebmatan dapat
berupa ‘menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah
besarnya retribusi yang terutang ,

Apabila jangka waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ‘telah lewat
dan Walikota tidak memberikan suatu kepqtusan, keberatan yang
diajukan tersebut dlanggap dlkabulkan »

Pasal 18

\
1

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau ‘ seluruhnya
kelebihan' pembavaran retribiiel dilcdmbalilean Asnoas farmbahbn taibole s
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Imbalan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasgl 19 '

Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembahan kepada Wahkota atau Pejabat yang ditunjuk.

Walikota atau Pejabat yang dltunjuk dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak diterimanya p¢rmohonan kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dlmaksuq pada ayat (1) harus memberikan
keputusan. |

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Walikota atau Pejat?at yang ditunjuk tidak memberikan
suatu keputusan, permohonan :pengembalian kelebihan retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan. !

Apabila wajib retribusi mempunya1 utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN

“Pasal 20

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib retrlbu31 melakukan tindak pldana dibidang
retribusi.

Kedaluarsa penagihan retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila : , '

a. Diterbitkan-Surat Teguran; atau R b L Tr

b. Ada pengakuan utang retribusi dan Wa;ub retrlbu31 balk langsung
maupun tidak langsung. '

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagmmana dlmaksud pada ayat
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dxhtung sejak tanggal diterimanya
Surat If;,uran tersebut. ;

Pgngaku an utang Retrlbus1 secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyamkan mas1h mempunya1 utang Retribusi dan ,belum melunasinya
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Pasal 21

Plutang Retribusi yang tidak mungkln ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Walikota menetapkan Keputusan ‘Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimakSud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang, Retrlbum yang sudah kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Walikota. i ) '
. R ‘ :

| " BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

: ' Pasal 22

Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan
retribusi. Pl

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada 'ayat (1) dengan memper hdtlkan wajib
retribu SJ antara lain untuk menfrangsur

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retrlbu31 ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

\
]

BAB XVII *
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

Instansi yang melaksanakan pemungutau pajak dan retribusi dapat
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaima'ma' dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dllaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.
BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24 ’

v - be fowe ' VeR e o e > DEERS T B g e 4o

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya'
atau kurang membayar, . dlkenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yarig
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
Walikota atas permohonan. Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberlkan persetujuan kepada Wajib Retribusi
untuk mengangsur atau menunda pembayaran | Retribusi, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dud persen) sebulau.
. 5 L k s 1
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BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
'

) Pa;al 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyaik 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar. '
Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
Dénda sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan
Negara. :
BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyldlk untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.

Wewenang penyidikan sebagaimana dm?aksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkam dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan derigan tindak pidaq’a di Bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku - buku, catatan ; catatan dan dokumen - dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana, di Bidang Retribusi Daerah; '

e. Melakukan penggeledahan untuk ‘mendapatkan' bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut ‘

f. Meminta bantuan tenaga ahli da.lam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di Bidang Retnbu31 Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2);

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk d;dengar keterangannya dan dlpenksa %ebagal
tersangka atau’ $aksi;'* * T ‘

j- Menghentikan peny1d1kan

k. Melakukan tindakan lain yang peﬂu untuk kelancaran penyldjkan tindak
pidana di Bidang Retribusii Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan. -

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulaihya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
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BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN :

' Pasal 27

(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua ketentuan yang
berkenaan dengan ijin tempat penjualann minuman beralkohol agar
menyesualkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membidangi ijin tempat penjualan
minuman beralkohol agar  melakukan pendataan dan
mensosialisasikannya kepada masyarakat.

BAB XXII |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan .Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota
Sorong ; Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol dicabut dan dlnyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah i 1n1 mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar se‘uap orang dapat mengetahumya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

-’ Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 17 -12 - 2012

; WALIKOTA SORONG,
| CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

I

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 17 - 12 - 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG
CAP/TTD
H. E. STHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2012 NOMOR 26

ST TR
NI I g e e § S

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUKIMAN
Penata Tk. I (III/d)
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PENJ PLAS.?N

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 26 TAHUN 2012
| TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

1

UMUM

5 Pada Dewasa ini pungutein. daerah yang berupa retribusi diatur
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.

‘ Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemlampuan daerah untuk
membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah
dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan
adanya peningkatan basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
penetapan tarif. |

Dipihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada
daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian
bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. \

Dengan demikian 'Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan dan
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol dengan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum
untuk melakukan pungutan Retribusi.

PASAL DEMI PASAL - '

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas '
Pasal 3
Cukup jelas i !
PaSaldol . s a -ovoim b d o ndilyon . | WL =
‘Cukup jelas i 4 '
Pasal 5 '
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7 i
Cukup jelas f ] |
Pasal 8 | ', |
Cukup jelas : |



Pasal 11 |
Cukup jelas :
Pasal 12 ‘
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17 '
Cukup jelas i ‘
Pasal 18 - '
Cukup jelas i~
Pasal 19
Cukup jelas [
Pasal 20 !
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1) '
Yang dimaksud dengan Instansi melakukan pungutan adalah
Dinas / Badan / Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pungutan retribusi.
Ayat (2) '
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi Keuangan.
Ayat (3) - |
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup jelas o
Pasal 25 :
Cukup jelas !
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27 1 i
' Cukup jelas ! H
Pasal 28 ! ‘ g
. 'Cukup Jelas .
Pasal 29 P
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2012 NOMOR 26



' LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 26 TAHUN 2012
TANGGAL 17 - 12 - 2012
TENTANG

' RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN

MINUMAN BERALKOHOL

BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL
|

]

1. Struktur dan besarnya retribusi ditetapl’[can sebagai berikut :

No. Jenis Temi:at— Penjudlan | |  Besarnya Tarif (Rp./Tahun)
1. | Hotel Melati | || Rp. 5.000.000,-
2. | Hotel Bintang 1,2 I Rp. 15.000.000,-
| 3. | Hotel Bintang 3,4,5 ' " Rp. 20.000.000,-
4. -I;(;;;oran | , { Rp. 5.000.000,-
s Ba;/Pub fl ~ Rp. 35.000.000,-
6. Sup;ermarket | Rp. 15.000.000,-
| 7. | Karaoke ’ Rp. 35.000.000,-
8. |cafe - | | Rp. 5.000.000,-
9. | Diskotik ' Rp. 35.000.000,-
10. | Toko o i | Rp. 15.000.000,-

1

2. Jangka waktu berlakunya izin, masa retribusi adalah 1 (satu) tahun.
! ' ‘i |
{ WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD

LIAMBERTHUS JITMAU
g ,

Boin pRANIRII I, JAr etk (g S 1A o st 1 e e s T &

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG
KEPALA BAGIAN

SUKIMAN

¥




